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POLITIK ?POLITIK ?



Polis (Yunani) 

ETIMOLOGIS

Polis (Yunani) 
negara/ kota

Polities  warga 
negara

Politike tehne 
kemahiran politik

Polis (Yunani) 

ETIMOLOGIS

Polis (Yunani) 
negara/ kota

Politikos 
kewarganegaraan

Politike episteme 
ilmu politik



POLITIK
POLITICS

Bermacam-macam kegiatan dalam 
sistem politik (negara) yg sistem politik (negara) yg 

menyangkut proses penentuan 
kebijakan dan melaksanakan tujuan  

POLITIK
POLITICS



POLITIK
POLITICS

Interaksi antara pemerintah 

dan masyarakat dalam rangka 
proses pembuatan & pelaksanaan 

keputusan  keputusan  

POLITIK
POLITICS



ILMU POLITIK 

ILMU yang mempelajari interaksi 
antara pemerintah dan masyarakat 
dalam rangka proses pembuatan dan 
pelaksanaan keputusan yg mengikat 
tentang kebaikan bersama. tentang kebaikan bersama. 

ILMU yang mempelajari interaksi 
antara pemerintah dan masyarakat 
dalam rangka proses pembuatan dan 
pelaksanaan keputusan yg mengikat 



PENDEKATAN 
POLITIK POLITIK 
PENDEKATAN 



KEKUASAANKEKUASAAN

ANALISIS WACANA 
POLITIK

FUNGSIONAL

PENDEKATAN 
POLITIK

FUNGSIONAL

KONFLIK

KEKUASAANKEKUASAAN

INSTITUSIONAL

MORAL

PENDEKATAN 
POLITIK

MORAL

KONFLIK



1. PENDEKATAN KEKUASAAN 

POLITIK  cara untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaanPOLITIK  cara untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaancara untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaancara untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan



2. PENDEKATAN INSTITUSIONAL 

POLITIK  negara dengan institusi institusinya

Politik mempelajari tentang tugas dan 
kewenangan lembaga negarakewenangan lembaga negara

negara dengan institusi institusinya



3. PENDEKATAN MORAL 

Pendekatan ini memandang politik bukan sesuatu yg kotorPendekatan ini memandang politik bukan sesuatu yg kotor

POLITIK  kegiatan untuk mendiskusikan dan merumuskan sistem yang baik
publik/ masyarakat

Pendekatan ini memandang politik bukan sesuatu yg kotorPendekatan ini memandang politik bukan sesuatu yg kotor

kegiatan untuk mendiskusikan dan merumuskan sistem yang baik kebaikan negara  pelayanan 



4. PENDEKATAN FUNGSIONAL

POLITIK  kegiatan menyangkut alokasi nilai kepentingan yang dirumuskan dalam kebijakan publikPOLITIK  kegiatan menyangkut alokasi nilai kepentingan yang dirumuskan dalam kebijakan publik

Perpspektif Fungsionalisme struktural

Struktur dalam sistem politik adalah semua aktor (institusi atau 
proses politik. Partai politik, media massa, kelompok kepentingan (
ke dalam infrastruktur politik, sementara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif termasuk ke dalam 
supra-struktur politiksupra-struktur politik

kegiatan menyangkut alokasi nilai kepentingan yang dirumuskan dalam kebijakan publikkegiatan menyangkut alokasi nilai kepentingan yang dirumuskan dalam kebijakan publik

Struktur dalam sistem politik adalah semua aktor (institusi atau person) yang terlibat dalam proses-
proses politik. Partai politik, media massa, kelompok kepentingan (interest group) dan aktor termasuk 
ke dalam infrastruktur politik, sementara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif termasuk ke dalam 



5. PENDEKATAN KONFLIK

Perspektif Konflik  suatu perspektif yang memandang masyarakat 
sebagai sistem sosial yang terdiri atas kepentingan-kepentingan yang 
berbeda-beda dimana ada suatu usaha untuk menaklukkan komponen 
yang lain guna memenuhi kepentingan lainnya atau memproleh 
kepentingan sebesar-besarnya

POLITIK kegiatan untuk memperoleh dan mempertahankan POLITIK kegiatan untuk memperoleh dan mempertahankan 
kepentingan

suatu perspektif yang memandang masyarakat 
kepentingan yang 

beda dimana ada suatu usaha untuk menaklukkan komponen 
yang lain guna memenuhi kepentingan lainnya atau memproleh 

kegiatan untuk memperoleh dan mempertahankan kegiatan untuk memperoleh dan mempertahankan 



6. PENDEKATAN ANALISIS WACANA POLITIK

POLITIK  kegiatan mendiskusikan dan mendefinisikan fenomena politikPOLITIK  kegiatan mendiskusikan dan mendefinisikan fenomena politik

6. PENDEKATAN ANALISIS WACANA POLITIK

kegiatan mendiskusikan dan mendefinisikan fenomena politikkegiatan mendiskusikan dan mendefinisikan fenomena politik



UNSUR POKOK POLITIKUNSUR POKOK POLITIKUNSUR POKOK POLITIKUNSUR POKOK POLITIK



UNSUR POKOK POLITIK

1. NEGARA

2. PEMERINTAHAN

3. KEKUASAAN3. KEKUASAAN

4. FAKTA POLITIK

5. ORGANISASI MASYARAKAT

6. KEGIATAN POLITIK

7. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

8. KEBIJAKAN UMUM

9. PEMBAGIAN ATAU ALOKASI 



UNSUR POKOK POLITIK

NEGARA

LEMBAGA NEGARA WARGA NEGARA

1. NEGARA

NEGARA LAIN

WARGA NEGARA

NEGARA LAIN



UNSUR POKOK POLITIK

PEMERINTAH sebagai REPRESENTASI NEGARA 
 SISTEM/ POLA  SISTEM/ POLA 

2. PEMERINTAHAN

PEMERINTAH sebagai REPRESENTASI NEGARA 
SISTEM/ POLA SISTEM/ POLA 



UNSUR POKOK POLITIK

Apa yang dibahas dalam POLITIK?
 Kekuasaan politik 

mempengaruhi orang lain dalam rangka 
mengalokasikan kepentingan yang mengarah pada 

mempengaruhi orang lain dalam rangka 
mengalokasikan kepentingan yang mengarah pada 

kebijakan

3. Kekuasaan

Apa yang dibahas dalam POLITIK?
Kekuasaan politik  kemampuan 

mempengaruhi orang lain dalam rangka 
mengalokasikan kepentingan yang mengarah pada 

mempengaruhi orang lain dalam rangka 
mengalokasikan kepentingan yang mengarah pada 

kebijakan



UNSUR POKOK POLITIK

Dasar/ sasaran Ilmu Politik 
 Kenyataan tentang masyarakat dan hubungan 

politik
Kenyataan tentang masyarakat dan hubungan 

politik

4. Fakta Politik

Dasar/ sasaran Ilmu Politik  Fakta Politik
Kenyataan tentang masyarakat dan hubungan 

politik
Kenyataan tentang masyarakat dan hubungan 

politik



UNSUR POKOK POLITIK

Untuk dapat mencapai konsep politik pasti melalui 
kegiatan/ aktivitas 
(partisipasi politik, statement politik,dll)
kegiatan/ aktivitas 
(partisipasi politik, statement politik,dll)

5. Kegiatan Politik

Untuk dapat mencapai konsep politik pasti melalui 
 kegiatan politik

(partisipasi politik, statement politik,dll)
kegiatan politik

(partisipasi politik, statement politik,dll)



UNSUR POKOK POLITIK

Organisasi masyarakat sebagai bagian dari pola dan 
subsistem masyarakat dalam sebuah negarasubsistem masyarakat dalam sebuah negara

5. Organisasi masyarakat

Organisasi masyarakat sebagai bagian dari pola dan 
subsistem masyarakat dalam sebuah negarasubsistem masyarakat dalam sebuah negara



UNSUR POKOK POLITIK

Politik berada dalam kerangka pengambilan 
keputusan (kolektif) sebagai dasar kebijakan umum 

masy 
keputusan (kolektif) sebagai dasar kebijakan umum 

masy 

6. Pengambilan Keputusan 

Politik berada dalam kerangka pengambilan 
keputusan (kolektif) sebagai dasar kebijakan umum 

masy 
keputusan (kolektif) sebagai dasar kebijakan umum 

masy 



UNSUR POKOK POLITIK

Kebijakan umum sebagai hasil keputusan politik 

7. Kebijakan Umum 

Kebijakan umum sebagai hasil keputusan politik 



UNSUR POKOK POLITIK

Alokasi berhubungan dengan pembagian 
kewenangan pada lembaga di bawah negarakewenangan pada lembaga di bawah negara

8. Pembagian atau Alokasi

Alokasi berhubungan dengan pembagian 
kewenangan pada lembaga di bawah negarakewenangan pada lembaga di bawah negara



ILMU POLITIKILMU POLITIKILMU POLITIKILMU POLITIK



Conclusion ..................... 

ILMU POLITIK

POWER  KEKUASAAN 

Kekuasaan kekuasaan Politik

Conclusion ..................... 

ILMU POLITIK

KEKUASAAN (politik)

kekuasaan Politik



Ilmu Politik Kekuasaan Politik

ilmu yang mengkaji tentang bagaimana 

Conclusion ..................... 

ilmu yang mengkaji tentang bagaimana 
penggunaan kekuasaan politik

Kekuasaan politik terkait dengan proses 
pembuatan dan pelaksanaan keputusan 

politik

Keputusan PolitikKeputusan Politik

Kepentingan publik

Kekuasaan Politik

ilmu yang mengkaji tentang bagaimana ilmu yang mengkaji tentang bagaimana 
penggunaan kekuasaan politik

Kekuasaan politik terkait dengan proses 
pembuatan dan pelaksanaan keputusan 

politik

Keputusan PolitikKeputusan Politik

Kepentingan publik
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